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berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006
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Para Panitera Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
Para Panitera Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Kepala Panitera Pengadilan Militer Utama

Para Kepala Panitera Pengadilan Militer Tinggi

Para Kepala Panitera Pengadilan Militer
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di
Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan Surat Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja
Pembangunan No 6870/Dt.9.3/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang kami terima pada
tanggal 6 Januari 2015 perihal Laporan Triwulan IV TA 2014 berdasarkan PP 39/2006.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Para Panitera Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
dan Pengadilan Tingkat Pertama serta Kepala Panitera Pengadilan Militer Utama, para Kepala
Panitera Pengadilan Militer Tinggi dan para Kepala Panitera Pengadilan Militer melaporkan
Laporan Triwulan secara online melalui website Bappenas “e-monev.bappenas.go.id’, dengan

langkah sebagai berikut:

1. Menggunakan user name : ekp_kode satker (contoh : ekp_109064) dengan Password
“kode satker” atau “sementara’ dan mohon agar tidak diganti passwordnya.

2. Mengentri data melalui menu “pemantauan” lalu klik “entri data” kemudian Klik target dan
realisasi dari setiap program dan kegiatan untuk dimasukkan datanya.
Apabila ingin merevisi Pagu di klik “angkanya” dan kemudian ubah pagu.

4. Pada Triwulan IV, Penanggung jawab Program diharapkan dapat mengisi capaian

program dan mengisi capaian fisik (unit) pada level Indikator Kinerja Kegiatan.

Batas waktu mengentri data, sebelum tanggal 20 Januari 2015 jam 12.00 dan setelah itu
akan dilakukan Validasi oleh Biro Perencanaan dan Organisasi, karena pada tanggal 21

Januari 2015 akan ditutup “by system” oleh Bappenas.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.



